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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas di atas, maka
analisis yuridis pewarganegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia perspektif
siyasah dusturiyah dapat disimpulkan bahwa:

1. Pewarganegaraan di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu naturalisasi
biasa (pasal 9) melalui prosedur ketat dan Keputusan Presiden,
naturalisasi perkawinan campuran (pasal 19) cepat dan elektronik
melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan naturalisasi
istimewa (pasal 20) jalur cepat berdasarkan jasa atau kepentingan
negara dengan persetujuan Presiden dan DPR. Pewarganegaraan juga
ditujukan bagi diaspora untuk memberikan kepastian hukum,
menumbuhkan kepatuhan terhadap negara, serta mendukung
kemajuan dan manfaat bagi bangsa Indonesia.

2. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, pewarganegaraan dipandang
sebagai perjanjian politik yang menekankan hubungan timbal balik
antara warga negara dan negara, berupa kewajiban patuh serta hak
dan kewajiban yang timbul. Dalam Islam, prinsipnya keterbukaan dan
kesediaan individu untuk bergabung, menaati aturan, dan menjaga
keamanan negara, sedangkan di Indonesia, prinsipnya prioritas dan
selektif, menekankan keterikatan bangsa (diaspora), membuka
peluang bagi orang asing sesuai kepentingan nasional, serta
menegaskan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945, namun

tetap mengedepankan prinsip hak dan kewajiban.
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5.2 Saran

Hasil dan akhir dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan bisa

berguna untuk:

1. Bagi warga negara asing atau diaspora yang akan mengajukan
pewarganegaraan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi
untuk mempelajari dan memahami mekanisme pewarganegaraan
Indonesia.

2. Bagi seluruh rakyat Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman mengenai pandangan terhadap
naturalisasi. Melalui perspektif siyasah dusturiyah, penulis berharap
masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dapat
memahami konsep kenegaraan dalam negara Islam (dar), di mana
agama tidak hanya dipandang sebagai urusan akhirat semata,
melainkan juga menjadi bagian dari seluruh aspek kehidupan,
khususnya dalam persoalan kenegaraan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian pewarganegaraan yang dilakukan
penulis berfokus pada analisis undang-undang beserta peraturan
turunannya, sehingga kajian ini masih terbatas pada dimensi
normatif. Keterbatasan tersebut menyebabkan penelitian ini belum
menyentuh secara mendalam fakta lapangan terkait mekanisme
pewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi  pijakan awal bagi peneliti selanjutnya untuk
mengembangkan kajian yang lebih menekankan pada dimensi
empiris.

4. Bagipemerintah, perspektif siyasah dusturiyah yang dihadirkan dalam
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru
mengenai ketatanegaraan Islam, khususnya sebagai bahan
pertimbangan dalam kemungkinan perubahan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

di masa mendatan.
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